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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENGGUNAAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK
DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH

Siska Nurhaliza

Uang Elektronik ataupun uang digital adalah uang yang digunakan dalam
bertransakss menggunakan Internet dan melaui alat-alat elektronik. Biasanya,
transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan
sistem penyimpanan harga digital). Penggunaan uang elektronik di Indonesia
akibat dari keadaan dan kultur budaya yang memiliki beragam adat dan corak
kebiasaan, maka perlu ditinjau lebih jauh mengena penyelenggaraan sistem uang
elektronik, apalagi diketahui Indonesia merupakan salah satu Negara dengan
populas penduduk yang memeluk agama Islam terbanyak saatini.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini didasari
oleh dokumen-dokumen yang biasa disebut juga dengan studi pustaka terhadap
topic penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data
kewahyuan, sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.
Bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui aat
pengumpul data dianalisis menggunakan metodea nalisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penditian maka perubahan hukum atas penggunaan
Uang Elektronik dalam Hukum Idlam bersesuaian dengan prinsip-prinsip
perubahan hukum berdasarkan teori 1bnu Qayim Al-Jauziyah yaitu faktor zaman,
faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan juga aktor adat. Kerugian-kerugian
atas keberadaan Uang Elektronik yang bertentangan dengan prinsip muamalah
merupakan hal yang terjadi akibat pribadi masing-masing pihak, dan hal-hal
tersebtu meliputi perilaku konsumen yang tidak menggunakan layanan Uang
Elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan mengandung larangan-
larangan dalam ber-muamalah pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
bentuk perlindungan baru untuk menjaga prinsip-prinsp muamalah dengan
membentuk produk layanan Uang Elekteronik yang sesuai dengan nilai
masyarakat islam untuk menjalankan prinsip muamalah

Kata Kunci: Uang Elektronik, Muamalah, Syariah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bidang aspek kehidupan
dan sosial kesemuanya diatur oleh berbagai macam aturan dalam sistem hukum
yang berlaku di Inonesia saat ini. Berbaga macam aspek tersebut tidak hanya
meliputi perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam melangsungkan
kehidupan, namun juga terkait perlindungan hak-hak dan kewajiban setiap insan
Individu. Bidang-bidang yang diliputi juga tidak hanya terkait pemerintahan saja,
politik, pendidikan hingga perekonomian dilingkupi oleh segenap aturan-aturan
yang tersistem dalam suatu sistem aturan hukum baik itu sifatnya privat maupun
publik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah juga
menyebutkan perihal sistem perekonomian negara Republik Indonesia. Pada Pasal
33 ayat (1), (2), dan (3), telah menyinggung mengenai asas dan landasan sistem
perekonomian negara ini. Begitu pula dengan aturan-aturan dibawahnya seperti
halnya Undang-Undang, Peraturan Menteri, hingga merujuk pada sektor otonom
berupa peraturan daerah masing-masing wilayah.

Sistem perekonomian khususnya terhadap kegiatan jual beli hingga saat ini
masih bertahan pada penggunaan uang kartal dan uang gyro (giral). Secara fisik

dan keadaan pasar ekonomi Indonesia, penggunaan uang kartal (uang tunai) di



Indonesia saat ini masih cenderung dominan. Hal ini disebabkan penggunaannya
oleh masyarakat yang nota bene tersebar luas dan tidak jarang berpengaruh atas
kemajuan dan pembangunan suatu wilayah tersebut. Namun kini keberadaan uang
dalam bentuk non-tunai sudah mulai cukup digemari oleh masyarakat akibat
kemajuan dan perkembangan zaman. Salah satu keberadaan alat tukar selain non
tunal adalah dengan menggunakan Uang Elektronik (uang yang digunakan dalam
transaksi internet dengan cara el ektronik).

Mengenai sistem transaks menggunakan Uang Elektronik menjadi
pembahasan yang intens dalam beberapa waktu terakhir mungkin hingga
kedepannya. Semua bisa dikatakan dimulai ketika pemerintah menerbitkan aturan
mengenai kebijakan penggunaan E-Tol (kartu elektronik yang digunakan untuk
membayar biaya masuk jalan Tol). Kartu E-Tol sebagai adat pembayaran untuk
dapat mengakses jalan Tol menggantikan fungsi uang tunai. Hal ini berimbas pada
banyaknya sektor swasta yang tertarik dan terlibat dalam penerbitan Uang
Elektronik pengganti uang tunai tersebut. Pada beberapa aspek dan sudut
pandang, hal ini merupakan langkah positif dan bersesuaian dengan
perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung. Selain itu
efektivitas dalam penggunaan kartu pengganti uang tunai, hingga dalam efisiens
penggunaan waktu dalam bertransaksi antar pemberi layanan dan penggunaan
layanan dijadikan alasan positif selama keberlangsungannya.

Hingga saat ini, aturan resmi mengenai penggunaan dan keberadaan Uang
Elektronik bisa dikatakan belum ada yang menjadi tonggak kuat dalam

pemberlakuan Uang Elektronik tersebut, artinya dalam kasus Uang Elektronik



belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai sistem dan
keabsahan penggunaan Uang Elektronik tersebut. Tetapi pula banyak para ahli
yang mengatakan tidak ada satu Undang-Undang pun yang melarang dan
mengilegalkan penggunaan Uang Elektronik sebagali pengganti uang tunai dalam
melakukan transaksi. Alasan tersebut juga didukung dalam beberapa aturan-aturan
dibawah Undang-Undang yang mengatur mengenai keberadaan Uang Elektronik.
Misalnya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik mengatur mengenai keberadaan dan sistem penggunaan dan penerbitan
mengenai Uang Elektronik di Indonesia.

Adapun selain aturan spesifik mengenai keberadaan Uang Elektronik, ada
beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung menyebutkan tentang
keberadaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran. Semisal Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada Undang-
Undang tersebut, telah disinggung mengenai transaksi elektronik yang tak lain tak
bukan merupakan cikal baka penerapan Uang Elektronik secara langsung yang
terjadi saat ini.

Meskipun telah banyak dampak positif dan persetujuan dari berbagai macam
kalangan dan golongan, ada beberapa alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai
suatu kajian analisis yang bisa turut dijadikan pertimbangan dalam melakukan
pengembangan bisnis Uang Elektronik tersebut. Salah satu permasalahan yang
dijadikan sebagai alasan dan merupakan hak bagi beberapa masyarakat yang ingin

menggunakan sistem syariah dalam sistem perniagaannya, dikarenakan beberapa



faktor salah satunya tidak bersesuaiannya dengan ketentuan syariat mengenai
pengelolaan sistem perekonomian dan finansial secara konvensional. Pada fakta
yang telah ada saat ini, hampir sebagian besar Perusahaan penyedia layanan Uang
Elektronik merupakan perusahaan-perusahaan finansial dan perbankan baik
swasta maupun milik negara yang selama ini menggunakan sistem konvensional
dalam menjalankan sistem perniagaannya. Seperti halnya beberapa layanan Uang
Elektronik E-Tol yang merupakan afilias dari kerjasama pemerintah dengan
beberapa instans terkait penerbitan dan pelayanan sistem yang ditawarkan dan
dikelolanya masih secara konvensional.

Menurut data yang dirilis oleh Bank Indonesia, ada sekitar 37 Perusahaan
yang telah terdaftar sebagai pemberi layanan akses Uang Elektronik terhadap
masyarakat yang ingin menjadi konsumennya. Produk Uang lektronik yang telah
diberi Label Syariah salah satunya produk BCA Syariah (Flazz), Bank Mandiri
Syariah (BSM E-MONEY), dan juga BNI Syariah (Tapcash Hasanah). Label
syariah tersebut bersesuaian dengan Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Hal
ini menggambarkan sisa dari 37 perusahaan dan/ataupun layanan Uang Elektronik
yang terdaftar di Bank Indonesia hingga saat ini masih disinyalir menggunakan
sistem pengelolaan manajemen konvensional dalam keberlangsungannya.

Padahal didukung dengan demografi penduduk yang hampir 85 persen
merupakan penganut Agama Islam®, semestinya sistem dengan layanan syariah
menjadi ops penting setidaknya dengan tujuan menghindari hal-hal yang dilarang

dalam garan syariat Iam mengenai kegiatan perniagaan dalam muamalah.

! Eri Purnama Putra. Persentase Umat Isam Di Indonesia Menjadi 85 Persen. Dikutip dari
Nasional.Republika.Co.ld, Pada Sabtu 09 Januari 2016 Pukul 21:26 WIB.



Aspek-aspek tersebut diantaranya demi menghindari unsur Riba, Maisir
(perjudian), Ghara, maupun bathil yang kesemuanya merupakan unsur yang
dilarang sebagai seorang muslim dalam melakukan kegiatan perniagaan.

Untuk itu dilakukan penelitian ini guna mengetahui akar permasalahan
terhadap aasan-alasan dan faktor-faktor akibat dari keberadaan sistem Uang
Elektronik dengan pengelolaan finansial secara konvensional namun menjadi
suatu keharusan tanpa adanya pilihan bagi masyarakat Indonesia khususnya umat
Islam seperti halnya dalam penerapan E-Tol, demi terciptanya suatu bentuk yang
dapat melindungi konsumen dari sistem tersebui.

1. Rumusan Masalah
a. Bagamana Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori

Perubahan Hukum Islam di Bidang Muamalah?

b. Bagaimana Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang
Bertentangan Dengan Prinsip Muamal ah?

c. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna Uang
Elektronik yang bertentangan dengan prinsip Muamalah?

2. Faedah Pendlitian

a. Secara teoritis pendlitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari
tahu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen setelah beberapa
sektor pelayanan publik menerapkan sisem pembayaran menggunakan
Uang Elektronik, mengenal perdebatan dan pertentangan dengan sistem
syariah dalan bidang muamaah akibat dari banyaknya unsur

konvensional yang terikat dalam pelaksanaannya tersebut.



b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan titik temu dari
rentetan perdebatan dan pertentangan unsur antara kewagjiban
menggunakan akses Uang Elektronik melalui sistem keuangan
konvensional dan sistem syariah dalam bidang muamalah, sehingga
menimbulkan keresahan ditengah masyarakat sebagai konsumen. Agar
setelah mengetahui hasil dari penelitian tersebut nantinya dapat menjadi
masukan khususnya terhadap pemerintah dalam mengantisipass dan
menciptakan regulas terkait sistem penggunaan Uang Elektronik.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori
Perubahan Hukum Islam di Bidang Muamal ah.

2. Guna mengetahui Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik
Y ang Bertentangan Dengan Prinsip Muamal ah.

3. Guna mengetahui perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna
Uang Elektronik yang bertentangan dengan prinsip Muamalah.

C. Definis Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan terhadap konsumen
atas penggunaan layanan Uang Elektronik yang bertentangan dengan
sistem syariah dibidang muamalah dalam mengakses beberapa fasilitas
dan pelayanan publik.

2. Konsumen adalah pengguna dan/atau pemakai layanan Uang Elektronik
yang bertentangan dengan sistem syariah dalam mengakses beberapa

layanan dan/atau fasilitas publik



3. Uang Elektronik adalah suatu alat tukar berupa layanan pembayaran
nontunal  pengganti uang tunai dan digunakan untuk bisa melakukan
transaksi-transaks jual-beli termasuk dalam transaks penggunaan fasilitas
dan layanan publik.

4. Muamalah adalah suatu ilmu hukum-hukum syariat yang mengatur
mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, khusus
dalam penelitian ini mengenai prinsip jual-beli, barang dan/atau jasa
secaralslam.

D. Keadian Penelitian
Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat

tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti
menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet
maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-
penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua
yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. GILANG TRI PAMUNGKAS, NIM : 51.14.3.003, mahasiswa fakultas
ekonomi dan bisnis isam Universitas ISam Negeri Sumatera Utara 2018,
dengan judul “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunan E-money
(Studi Kasus Minimarket Indomaret Kec. Binja Kota, Kota Binjai)” adapun
rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu: Bagaimana pengaruh perilaku
konsumen terhadap keputusan penggunaan e-money pada minimarket

indomaret kecamatatan binjai kota,kota binjai ?



Adapun penelitian tersebut bersifat empiris dan lebih berfokus dalam
menemukan situas pasar terhadap akibat dari penggunaan Uang Elektronik di
kecamatan Kota Binjai.

2. NADIA SUCI ANUGRAH NIM.: 12020113120002 Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro 2017 dengan judul “Analisis
Permintaan Uang Elektronik (E-money) Di Indonesia (Periode 2007-2016)”
Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah :

a. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap permintaan

Uang Elektronik (e-money) di Indonesia

b. Bagaimana pengaruh kecepatan perputaran uang (velocity of money)

terhadap permintaan Uang Elektronik (e-money) di Indonesia

c. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap permintaan Uang

Elektronik (e-money) di Indonesia

Adapun penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yang lebih
mengutamakan kesmpulan terhadap permintaan Uang Elektronik dan
keberadaannya di Indonesia.

Secara konstruktif, subtansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di

atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Pada penelitian ini

peneliti fokus untuk mengkaji perihal Uang Elektronik dalam perspektif hukum

dan perlindungan hukum terhadap konsumen.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk
dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun
analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.
1. Jenisdan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto
dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat menyebutkan
bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan
pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan
sebagai data sekunder.? Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti
dalam penelitian kali ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum. pendekatan
tersebut dimaksudkan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan terhadap
pemberlakuan suatu asas-asas hukum tertentu ataupun hukum yang tercatat.
Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikas terhadap suatu
permasalahan dan/atau peristiwa yang sedang berlangsung apakah nantinya
bersesuaian dengan norma dan asas hukum yang berlaku.
2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejaa-
gejalalainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas
hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama

atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji. 2013. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Sngkat. Jakarta: Rajawalipers, halaman 24.
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3. Sumber data

Soerjono Soekanto dalam sumber yang sama sebelumnya, menyebutkan
bahwa atas perbedaan dengan bidang-bidang non-hukum, bahan pustaka bidang
hukum, dari segi kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.® Masing-
masing bahan hukum tersebut merupakan bersumber dari data sekunder. Artinya
dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data yang digunakan selama
penelitian ini dilangsungkan. Bahan hukum yang merupakan data sekunder
tersebut diantaranya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam
penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang Undang Dasar Republik
Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang UndangNomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagai mana diubah dengan Undang Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Informas dan Transaks Elektronik (ITE),Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia PBI
Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, sebagaimana telah diubah

dengan PBI Nomor 20/6/PBI1/2018, serta Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/1X/2017.

3bid., halaman 33.
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b. Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum,
termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-
buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang
diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

c. Bahan hukum terser

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber
dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik
permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.
4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data,
yakni studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Library Research) terhadap
dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevans, Pengamatan atau
Observas melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.
5. Analisisdata

Penelitian ini dilangsungkan dengan menguaraikan topik permasalahan secara
kualitatif demi memecahkan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian
tersebut. Pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-
prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam
kehidupan manusia. Pada akhirnya hasil tersebut diolah dan diuraikan dalam

bentuk uraian-uraian kalimat yang merupakan hasil dari penditian.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Konsumen

Ketidakberdayaan konsumen sebagai suatu subjek hukum yang sering kali
memerlukan bantuan pihak praktis untuk bisa melindunginya atas tindakan
perniagaan yang dilangsungan dengan produsen. Secara natural, yang melindungi
hak-hak konsumen tersebut sebenarnya adalah hukum, bukan para penegak dan
praktisinya. Hukum diciptakan guna melindungi hak-hak dan kewajiban para
pelaku yang terlibat dalam kegiatan perniagaan yaitu antara konsumen dengan
pelaku usaha. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi semakin
berkembang pula pola dan sistem perekonomian disuatu wilayah.

Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah
Protecting consumers against unfair or illegal traders* BerDasarkan perseps
tersebut, perlindungan konsumen adalah tindakan untuk melindungi konsumen
terhadap kecurangan dan perdagangan ilegal. Adapun menurut Black's Law
Dictionary mendefinisikan a statute that safeguards consumers in the use goods
and services.> Disini makna perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada
kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan apa yang harusnya didapatkan

oleh konsumen.

* Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana, halaman 21.

® 1bid.

12
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Maka dapat disimpulkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam
hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara
penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada keberlangsungannya perlindungan konsumen didasari dengan cakupan
dan prinsip pelaksanaan dari perlindungan konsumen itu sendiri. Adapun cakupan
perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu ®:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada
kosumen.

Sedangkan pelaksanaan pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:’

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh
pelaku usaha.

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu
dan menyesatkan.

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

®Ibid., halaman 21

’Ibid., halaman 21-22
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Indonesia sebagai negara hukum (mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945) jelas mendasari semua periha keberlangsungan
perlindungan terhadap konsumen melalui berbagai macam bentuk Peraturan
PerUndang-Undangan yang berlaku. Mengenai aturan-aturan hukum terkait
hukum perlindungan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang telah
menggambarkan dan mengatur secara umum mengenai perlindungan hak-hak dan
kewagjiban serta perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha terhadap
konsumen.

Dalam melindungi konsumen jelas hak-hak konsumen harus menjadi prioritas
utama untuk kemudian dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hak-hak konsumen
diatur dalam UUPK yaitu pada Pasal (4) :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondis serta jaminan yang
dijanjikan;

3. Hak atasinformas yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondis dan jaminan
barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;
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6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagai mana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan
lainnya.

Selain hak-hak terhadap konsumen,UUPK juga mengatur kewajiban terhadap
pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen, kewajiban pelaku usaha
berDasarkan ketentuan Pasal (7) UUPK tersebut adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondis dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduks dan/atau
diperdagangkan berDasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garans atas

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasayang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada akhirnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, sistem
hukum di Indonesia sewaarnya telah memiliki aturan-aturan baku melalui
Peraturan PerUndang-Undangan meskipun masih banyak memiliki celah dan
kekruangan yang dapat berdampak terhadap kerugian yang dialami konsumen.

B. Layanan Uang elektronik di Indonesia
1. Perkembangan Uang elektronik
Perkembangan teknologi dan kemauan ilmu pengetahuan memunculkan

segmen-segmen baru dalam berbagai macam bidang kehidupan. Tujuan dari
kemudahan akses dan efisens menjadi alasan kuat dalam melakukan
pengembangan di bidang-bidang tersebut. Tak terkecuali pada bidang bisnis
perbankan, berbagai transaks yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak
bank juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan dibidang teknologi informasi. Hal ini
terbukti dengan munculnya berbagai transaksi electronic banking dimana salah
satu bentuknya adalah uang elektronik. Pengertian uang elektronik, menurut Bank
for International Settlements diartikan:®

“stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or
“value” available to a consumer is stored on an electronic device in the

8 Rachmadi Usman. Karakteristik Uang elektronik dalam Sistem Pembayaran dalam
Jurnal Juridika, Vol. 32 No.1 Januari 2017. halaman 138.
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consumer’ spossession. The electronic value is purchased by the consumer
(for example,in the way that other prepaid instruments such as travellers
cheques mightbe purchased) and is reduced whenever the consumer uses
the device to makepurchases. Traditional electronic payment transactions
such as those withdebit or credit cards typically require online
authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank account
after the transaction” .

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai
uang elektronik mendefinisikan uang elektronik:

a. Diterbitkan atas Dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang
kepada penerbit

b. Nila uang dissimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau
chip.

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan
penerbit uang elektronik tersebut, dan

d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit
bukan merupakan smpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenal Perbankan.

Adapun beberapa dampak positif dan keuntungan pengalihan wujud dari uang
tunal menuju uang elektronik. Hal tersebut juga tak terlepas karena uang kartal
yang sering digunakan setiap transaks banyak memiliki kelemahan, diantaranya
pertama, uang kartal kurang praktis. Transaks tunai akan berjalan kurang efisien
karena pembeli harus membawa uang kartal sebesar harga barang dan hal itu
dinila kurang praktis. Kedua, penjual akan kerepotan untuk memberikan uang

kembalian sehingga mereka akan mengabaikan hak pembeli untuk mendapat

kembalian dan memberi kembalian hanya dengan barang yang kira-kira harganya
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sama. Kemudian, akibat banyaknya uang palsu yang beredar dan sangat mirip
dengan asiinya menyebabkan uang palsu tersebut dapat menipu masyarakat
awam. Keempat, biaya pencetakan uang kartal yang sangat besar. Namun dibalik
segenap keuntungan dan dampak positif ada pula beberapa hal yang mestinya
diperhatikan agar pelaksanaan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan
norma-norma yang berlaku saat ini.

2. Uang elektronik Bukan Merupakan Smpanan Bank

Pada uang elektronik terdapat sgjumlah nilai uang yang disimpan secara
elektronik pada kartu, sehingga keberadaannya tidak dapat dikategorikan sebagai
produk ssmpanan. Hal ini mengingat pada uang elektronik terssmpan sejumiah
nilai uang elektronik setelah disetorkan terlebih dahulu kepada bank penerbit, baik
secara tunai maupun secara transfer. Apabila ditelaah konsep uang elektronik
dalam Pasal 1 angka (3) PBI Nomor 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016 dan diubah kembali dengan PBI Nomor
20/6/PBI1/2018, jelas bahwa produk uang elektronik itu bukan merupakan
simpanan, karena nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang uang
elektronik kepada penerbit uang elektronik tidak terssmpan di rekening bank, nilai
uang yang disetorkan tersebut terekam secara eektronik pada kartu yang
diterbitkan. Salah satu sumber pendanaan bank bersumber dari masyarakat yang
berasal dari simpanan sebagai produk penghimpunan dana (funding).

Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk selanjutnya disebut UU
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Nomor 7 Tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; untuk
selanjutnya disesbut UU Nomor 10 Tahun 1998), dana yang bersumber dari
masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dinamakan dengan
simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan,
seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (5) UU Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan
simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berDasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jadi pada prinsipnya produk uang elektronik atau uang elektronikitu
merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang
dikonvers penuh (full convertible) secara elektronik dalam media elektronik
tertentu, seperti server atau chip, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran non
tunai. Nila uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara
elektronik untuk dismpan dalam kartu uang elektronik. Namun hal yang mesti
digarisbawahi adalah dalam melakukan pemindahan wujud uang tunai menjadi
uang elektronik biasanya dibebankan beberapa biaya sesuai dengan ketentuan
sistem finansia konvensional, seperti pajak, biaya administrasi bahkan tak jarang

menggunakan benefit berupa bunga.
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Perkembangan pada Uang Elektronik sendiri menjadi acuan untuk pihak-pihak
Perbankan untuk membuat Uang Elektronik yang ber-label syariah yang juga
dikelola oleh Bank-Bank syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan penjelasan terkait perbankan
syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam mel aksanakan kegiatan usahanya.

C. Muamalah dan Prinsip Ekonomi Idlam

Hukum-hukum syariat isam memiliki 2 ciri penting (Qantagji, 2012).°
Pertama, berupan ushul, (pokok-pokok gjaran) yang tertuang dalam nushush (teks-
teks) Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat trabiah (permanen). Sebagal garan
permanen, ulama isam telah menyepakatinya (ijma’), baik berupa perintah,
larangan, atau atau sanksi dalam rangka mewujudkan magashid syariah (tujuan-
tujuan syariah). Kedua, syariah idam juga memiliki cirri insaniyah
(kemanusiaan), berupa pemahaman kaum muslimin (baca: ulama) sebagai aplikas
dari gjaran ashul yang disebut dengan fikih islam.

Fikih adalah pemahaman yang menyeluruh terhadap hukum atas persoalan-
persoalan kehidupan.’® Hukum-hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan

manusia dengan Allah SWT disebut dengan fikih ibadah, sedangkan yang terkait

® Fordebi dan Adesy. 2016. Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikas
Ekonomi dan Bisnis Islam)”. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 143

10| pid.
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Fikih adalah pemahaman yang menyeluruh terhadap hukum atas persoalan-
persoalan kehidupan.** Hukum-hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan
manusia dengan Allah SWT disebut dengan fikih ibadah, sedangkan yang terkait
dengan hubungan manusia dengan Allah SWT disebut dengan fikih ibadah,
sedagkan yang terkait dengan hubungan sesama manusia disebut fikih muamalah.

Kata muamalah berasal dari kata ta'mul (syubir, 2014) yang berarti interaks
timbal balik dalam hubungan sosial.**Muamalah menunjukkan arti bahwa pihak-
pihak yang berinteraks dalam posis saling membutuhkan, sebagaimana
karakternya sebagai makhluk social yang tidak mungkin hidup menyendiri. Al
Insanu madaniyuun bi thab'ihi, secara natural manusia adalah makhluk social.

Isam dalam garannya, tidak hanya mengatur mengenai ketentuan antara
hubungan manusia dengan penciptanya (Allah SWT) saja, melainkan juga
mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hal
tersebut digjarkan dan diatur dalam kajian yang dinamakan Figh Muamalah.Pada
muamalah hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenai konsep
kepemilikan harta. Dalam Islam, harta yang baik harus memenuhi dua kriteria,
yaitu
1. Diperoleh dengan cara yang sah dan benar
2. Dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah.

Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di duniaini, sedangkan

1 pid.
21 pid.

3 Fapzan Amar. 2016. Ekonomi Islam (Suatu Pengantar).Jakarta UHAMKA Press,
halaman 28
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manusia adalah wakil (khalifah) Allah yang diberi kekuasaan untuk
mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan),
pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak
atas harta kekayaan yaitu Allah swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan
syara’ sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh dan membelanjakan
atau menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhirat nanti manusia akan
diminta pertanggungjawabannya.

Setelah memiliki harta, seseorang manusia pastilah melakukan upaya
pengelolaan terhadap harta tersebut. Pengelolaan harta dalam Islam harudah
memperhatikan beberapa hal. Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta
kekayaan dalam Islam (sesuai Al-Qur’ an dan Hadits)

Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil:
O G AT STl T g

dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal
dan yang bathil). (Q.S. Al-Fajr Ayat 19)

Kemudian ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi

dalam Islam. Hal tersebut meliputi:**

1. Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang
penimbunan dan monopoli);

2. Pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif) penggunaan
yang berfaidah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-

Spiritual)

| bid., halaman 47
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Pada muamalah juga terdapat akad, Karena akad digunakan sebagai salah satu
cara untuk memperoleh harta dalam syariat isam yang banyak digunakan untuk
kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT dan harus

ditegakan isinya.

Ll ol Tl 11 el 0 A S ) G B 3 ol sl 404 ()
Al e G d )

Ha orang-orang yang beriman, penuhi lahagad-agaditu. Dihalalkan bagimu

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Y ang demikian itu)

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya. (Q.S Al-Maaidah:1)

Kata akad berasal dari bahasa arab a-agdu dalam bentuk jamak disebut al-
uquud yang berarti ikatan atau simpul tali.”Menurut para ulama figih, kata akad
didefiniskan sebagai hubungan antara ijab dan qgabul sesuai dengan
kehendaksyara’® yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek
perikatan. Rumusan akad diatas menindikasikan bahwa perjanjian harus
merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang
perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini
diwujudkan pertama, dalam ijab dan gabul. Kedua, sesuai dengan kehendak
syara . Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.'®

Dalam igtilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf,

“Mardani. 2013. Figh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, halaman 71.

18 | bid.
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talak, sumpah, maupun yang muncul dari 2 pihak, seperti jual-beli, sewa, wakal ah,

dan gadai. Secara khusus akad berate kesetaraan antara ijab (pernyataan

penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan
kepemilikan) dalam lingkupnya di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatul.

Menurut kompilas hukum ekonomi syara’, yang dimaksud dengan akad yaitu
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak ataulebih untuk melakukan
dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Figh muamalah artinya peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati
oleh manusia dalam hidup bermasyarakat.'’ Pada praktiknya Muamalah memiliki
dua ruang lingkup, yaitu:*®
1. Al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu

objek figh muamalah adalah benda/barang yang dihalalkan, dan benda/barang
yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

2. Al-Muamalah a-Adabiyah ialah muamalah yang ditinjau dari segi tukar-
menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsure
penegakannya adalah hak-hak serta kewagjiban-kewajiban, misalnya sifat jujur,
keridhaan kedua belah pihak, ijab-kabul, dan sebagainya. Ruang lingkup yang
bersifat madiyahya itu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia.
Secara prinsip dan Dasar, Idam tidak menggunakan prinsip-prinsip kapitalis,

juga tidak menggunakan prinsip sosialis dan tidak pula menggunakan gabungan

keduanya. 1slam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sedangkan

7 |bid., halaman 3

18 | bid., halaman 44.



25

untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat,dengan tetap menjaga

keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas.

Adapun prinsip dalam bermuamal ah adalah:™®

1. Prisip Dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah Mubah atau
boleh. Setigp akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka
pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalilyang
menyatakan keharamannya. Isam membolehkan segala sesuatunya sesuai
dengan perkembangan zaman selama hal tersebut tidak bertentangan dengan
hukum syara’ Islam. Dalam hal ini berarti segala transaks yang kita lakukan
apabila dikerjakan tidak berpahala namun juga tidak berdosa dan bila tidak
dikerjakan tidak berpahala dan jugatidak berdosa.

2. Objek tersebut haruslah halal. Dalam melakukan muamalah, benda yang akan
ditransaksikan haruslah suci zathya. Mengapa harus halal dan meninggalkan
segala yang haram? Dalam kaitan ini, M. Nadratuzzaman Husen
mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu:

a. Karena Allah SWT memerintahkan mencari rezeki dengan jalan yang
halal,

b. Padaharta halal mengandung keberkahan,

c. Pada harta yang hala mengandung manfaat dan juga kemaslahah yang
agung bagi manusia,

d. Padahartahalal akan membawa pengaruh positif bagi manusia,

1 bid., halaman 8-20
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e. Pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakti yang selalu
berada dalam kebaikan, keshal ehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan,

f. Pada harta halal membentuk pribadi yang zahid, wira’, gana’ ah, santun,
dan suci dalam segala tindakan,

g. Pada harta halal akan mengandung pribadi yang tasamuh, berani
menegakan keadilan, dan membela yang benar.

Lebih lanjut, M. Nadratuzzaman Husen mengemukakan bahwa investas

yang dilakukan secara haram hasilnya akan:

1) Memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah, dan penyebar
kejahatan dalam kehidupan masyarakat,

2) Akan melahirkan manusia yang bertanggungjawab, penghianat,
penjudi, koruptor, dan pemabuk,

3) Menghilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi
manusia.Oleh karena itu, kepada umat isam diharapkan dalam
mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram.
Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam
mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Selain caranya harus
halal, barang yang dijual belikan harus halal.

3. Muamalah harus sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah.
Dalam prinsip ini artinya segala transaks harus sesuai dengan apa yang diatur
dalam syara’ dan peraturan pemeritah. Transaks yang dilakukan dengan cara
melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syara

dipandang tidak sah. muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati



27

ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadis, ijmak ulama serta peraturan
pemerintah.

Dengan Dasar prinsip ini, segala transaks yang membawa kearah positif atau
kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan
syara’. Sebaliknya, setiap transaks yang membawa kearah negatif atau
merugikan para pihak dilarang oleh syara’. Begitu juga dengan muamalah
yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syara’, yaitu mewujudkan
kemaslahatan dan menghindarkan kemudharata dalam kehidupan manusia.

. Keempat, adanya keridhaan atau dilakukan atas Dasar sukarela, tanpa
mengandung unsur paksaan. Dalam Islam, setiap akad atau transaks yang
dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas Dasar suka sama suka
atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaks tidak terjadi
karena paksaan dan intimidas pada salah satu pihak atau pihak lain.
Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaks yang mengandung tipuan,
penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpaizin.

. Muamalah dilakukan harus atas Dasar pertimbangan mendatangkan manfaat,
baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan,
maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman tidak dibenarkan melakukan
transaksi terhadap benda yang yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para
pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus mengandung
manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan.

Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan

mubazir termasuk saudara setan. Hal tersebut dianggap oleh Allah SWT sama
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sgja dengan tidak membawa manfaat kepada masyarakat, khususnya umat
isam. Dan tidak dibenarkan melakukan transaks terhadap benda yang yang
akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena
muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk
kesa-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang
melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan.

. Muamalah harus mendatangkan maslahah yang artinya segala sesuatu yang
ditunjukan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau
membatalkannnya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai
tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.
Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya
bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaks dan juga harus
dirasakan oleh masyarakat. Prinsip madahah merupakan ha yang paling
esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, pastikan ha yang kita lakukan
dapat memberi manfaat bagi masyarakat atau pihak lain, untuk generasi yang
sekarang ataupun akan datang. Seluruh investas yang memungkinkan
keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan
kerugian pada pihak lain lebih baik ditinggalkan. Karena, hal tersebut
dianggap Allah SWT sebagai hal yang dapat merusak dan tidak mendatangkan
manfaat kepada masyarakat, terutama umat islam.

. Prinsip adanya niat yang merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu
perbuatan,karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat orang

tersebut. Niat diisyaratkan dalam Islam adalah untuk membedakan anatar
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perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yag hanya semata kebiasaan
atau rutinitas. Baik dan buruknya hasil pada transaks tergantung pada niat
seseorang karena niat merupakan Tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau
tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaks
lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan
bernilai ibadah disisi-Nya.

8. Adanya prinsip Tolong-menolong pada muamalah. Manusia sebagai makhluk
sosial senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala
kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap hidup Tolong
menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun dalam bermuamal ah tidaklah boleh melakukan larangan-larangannya,
yaitu: %

1. Larangan maisir, maisir dapat diartikan adalah sesuatu yang mengandung
unsur perjudian. Perjudian adlaah salah satu hal yang membuat salah satu
pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebuit.
Perjudian adalah hal yang dilarangan oleh Allah SWT, apapun bentuk
perjudian tersebut.

2. Larangan melakukan gharar, gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian
atau ketidakjelasan. Unsur gharar juga dilarang dalam hukum islam. Gharar
atau disebut juga taghriir adalah sesuatu dimana terjadi incomplete
information karena adanya uncertainly to both parties (ketidakpastian dari

kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharar terjadi bila kita mengubah

D bid., halaman 28
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sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak padti

(uncertain). Gharar dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu:

a Kuantitas,

b. Kudlitas,

c. Harga,

d. Waktu penyerahan.

. Larangan melakukan riba, secara etimologi riba berarti ziyadah (tambahan),

tumbuh dan membesar, secara terminologi figh, riba yaitu pengambilan

tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan
prinsip syara'.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang

dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang-piutang terbagi menjadi dua

yaitu: %

a. Ribagaradh adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang
berhutang (mugtaridh) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang
memberi utang.

b. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena s
peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Sedang kelompok kedua riba jual-beli, ada dua macam yaitu:

a. Riba fadl adalah pertukaran antar barang sgjenis dengan kadar atau takaran

yang berbeda.

2! Fapzan, Op.Cit., halaman 62
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b. Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis
barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.
Riba ini muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan
antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

4. Larangan melakukan bathil, bathil artinya tidak bermanfaat atau segal as suatu
yang menimbulkan kemudharatan. Pada praktik lembaga keuangan, unsure
bathil ini misalnyaterlihat pada pembiayaan usaha yang bertentangan dengan
prinsip-prinsipsyara’  juga prinsip-prinsip muamalah. Pada intinya bathil
adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan

syard.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Uang Elektronik Dalam Per spektif Teori Perubahan Hukum

Islam di Bidang Muamalah

Objek dalam studi hukum itu menjadi begitu luas oleh karena ia bersentuhan
dengan sgjumlah besar aspek kehidupan menusia, sebut sgja manusia itu sendiri,
masyarakat, Negara, politik, sosial, ekonomi sgjarah, psikologi, filsafat, budaya,

agama, dan aspek yang lainnya. %

Perkembangan zaman menciptakan situasi-situasi terhadap perubahan akan
beberapa aspek dalam berkehidupan. Hal ini juga mengakibatkan keterkaitan
penyesuaian aspek-aspek terkait norma dan nilai yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat. Tidak terkecuali terhadap penyesuaian terkait nilai dan norma agama.
Dalam hal ini, penyesuaian serta perubahan terhadap hukum Islam di dunia telah
ada dan berlangsung sgjak periode waktu yang cukup lama berlau. Hal ini
dimulai ketika seorang Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar bin
Khattab menggantikan kedudukannya sebagai khalifah berikutnya.karena usianya
yang relatif mash muda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab
cukup lama memegang pucuk kepemimpinan pemerintahan, dan akibat sifatnya
yang tegas keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ an berdasarkan

keadaan-keadaan yang nyata pada suatu waktu tertentu.

?2 Faisal. 2012. Menerobos Positivisme Hukum. Jakarta: Garmata Publishing, Halaman 71
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Hal tersebut juga dapat menjadi gambaran terhadap perkembangan atas
keberadaan Uang Elektronik sebagai alat tukar khususnya dalam bidang
muamalah. Terkait dengan hal ini mestilah pula dalam penerapannya juga dikaji
berdasarkan faktor perubahan hukum yang ada pada beberapa teori hukum Islam

mengenai perubahan hukum.

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya Uang kertas ataupun
Uang Elektronik dan juga tiak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dalam Al-
Qur'an maupun Hadist. Dinar emas dan dirham perak serta Uang bantu fulus
(Uang tembaga) merupakan mata Uang yang berlaku pada zaman Rasulullah

SAW. Dasar mata Uang tersebut terus digunakan hingga muncul Uang kertas.
Syarat-syarat uang adalah:?®
a. Nilainyatidak mengalami perubahan dari waktu ke-waktu,
b. Tahanlama,
c. Bendanya mempunyai,
d. Mudah dibawa-bawa,
e. Mudah dismpan,
f. Jumlahnyaterbatas (tidak berlebih-lebihan),

g. Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter

(pemerintah).

% Rozalinda. 2017. Ekonomi Isam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi.
Depok: Rajawali Pers, halaman 280.
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Salah satu tokoh yang juga berperan dalam menciptakan suatu teori perubahan
hukum adalah Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa
transformas hukum mestilah diiring oleh transformasi tradisi. Dalam hal ini Ibnu
Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya,

yaitu:?*

1. Transformas hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna
Urf. secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformas
penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi.
Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna
suatu ungkapan yang berkaitan dengan pemakaian makna suatu ungkapan

harus didasarkan pada maknatradis dan bukan pada maknaleksikal.

2. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada prilaku tradisi, Secara
operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan
hukum suatu tindakan dan perilaku yang didasarkan pada prilaku dan
tindakan. Penetapan hukum tentang prilaku yang sudah mentradis harus
didasarkan pada rasa keadilan hukum tradisi, selagi panduan syar’i dalam
keadaan netral dan vakum.

Jika dikaji secara umum, pemikiran hukum Islam diatas, secara representatif

mendukung prinsip tradis sebagai kunci penyebab transformasi hukum Islam.
Secara sosiologis, tradis atau adat istiadat merupakan bentuk kontrol sosial tertua

Tradiss merupakan seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap dari

24 Abdi Wijaya. ”Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyint’. Dalam Jurnal Al
Daulah, vol. 6/No. 2 Tahun Desember 2017
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generas ke generasi lainnya sampai terjadinya keyakinan sosial. Oleh karena itu
dapat dinyatakan bahwa tradis merupakan salah satu variabel bagi terjadinya
perubahan hukum. Perubahan hukum sebagai suatu kemestian dalam sistem
hukum Islam harus dipahami secara proporsional. Dikatakan demikian karena
proporsionalitas perubahan hukum akan menempatkan setiap permasalahan secara
tepat dan benar. Hal ini penting karena tanpa proporsionalitas, bisa sga perubahan

hukum yang dilakukan akan tercabut dari akarnya.®

Teori-teori perubahan hukum yang digagas oleh Ibnu Qayyim adalah sebagai

berikut:?®
a. Faktor Zaman

Berdasarkan faktor zaman, lbnu Qayyim menyampaikan bahwa ketika
Rasulullah SAW melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak
dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih
kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.*’Terhadap hal ini
kebiasaan-kebiasaan yang hidup berkembang dan menjadi bagian padasaat itu
menjadi standar dalam  mengukur komponen-komponen yang nantinya
menyebabkan perubahan hukum. Misalnya, pada contoh kasus saat itu sebelum
adanya perubahan hukum mengenai pengharaman minuman khamar secara

spesifik/gradual. Dikarenakan pada masa jahiliyah tersebut segala kemungkaran

5 pid.
2 | pid.

27 pid.



36

merupakan bukan suatu tindakan kriminal, maka dalam pemberlakauan hukum
mengenai khamar haruslah dilakukan secara hati-hati dan cenderung
menempatkan secara spesifik sigpa-sigpa sgja dan dalam tujuan apa khamar itu
dilarang. Dari gambaran contoh kasus tersebut kebiasaan-kebiasaan pada dimensi
zaman dimana hukum itu sedang dan akan berlaku menjadi aspek penting oleh

Ibnu Qayyim dalam upaya pembaharuan di bidang hukum Islam.?®

Pada saat sekarang ini jika ditinjau mengenai faktor zaman terhadap topik
penelitian mengenai Uang Elektronik. Hal ini khususnya dalam mengkajinya
menggunakan analiss kemguan perkembangan zaman dibidang teknologi yang
serba canggih dan masyarakat sekarang sangat membutuhkan sesuatu yang instan
dan cepat.Maka dari itu Uang Elektronik merupakan salah satu topik penting
untuk diperbincangkan pada masa ini dikarenakan banyaknya penggunaan Uang
Elektronik yang statusnya masih belum jelas jika berkaitan dengan unsur-unsur
syara’, termasuk juga muamalah. Penggunaan Uang Elektronik dalam Idam
adalah Mubah atau boleh. Namun, dalam penggunaan Uang Elektronik kita
haruslah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada dan juga tidak

boleh mengandung unsur-unsur yang termasuk larangan dalam bermuamal ah.

Jika ditinjau mengenai hikmah dan tujuan keberadaan Uang Elektronik
berdasarkan prinsip muamalah yaitu adalah objek tersebut harusah halal, Uang
Elektronik tersebut harus sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah
dalam penggunaannya dan, penggunaan Uang Elektronik harus dengan adanya

keridhaan dari konsumen atau dilakukan atas dasar sukarela, dan tanpa

2 bid.
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mengandung unsur paksaan,Uang Elektronik dalam penggunaannya juga harus
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, dan Uang Elektronik
tersebut juga harus mendatangkan kemadahatan dan menghindari kemudharatan
pada setiap transaks yang dilakukan, dalam penggunaan Uang Elektronik
tersebut harus ada niat yang merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu
perbuatan, dan prinsip terakhir dalam muamalah adalah adanya prinsip Tolong-

menolong.

Penggunaan Uang Elektronik dalam bertransaks juga harus dilakukan tanpa
mengandung unsur-unsur maisir, gharar, riba, dan bathil. Muamalah dalam
penggunaan Uang Elektronik sangatlah penting, dikarena dalam melakukan
hubungan sosial dan bertransaks haruslah sesuai dengan syara’. Dan, sekalipun
Uang Elektronik tersebut dalam penggunaannya sangat bermanfaat terhadap
masyarakat atau konsumen dalam bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi
dalam manfaat itu kita juga harus memikirkan dampak yang timbul dalam
prosesnya, dan juga menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun pada diri kita
sendiri. Pada banyak kasus, keberadaan Uang Elektronik memang mendatangkan
banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dan juga konsumen. Namun,
banyak konsumen yang bertanya-tanya apakah penggunaan Uang Elektronik

dapat menimbulkan kemudharatan atau tidak.

Sehingga dengan adanya keberadaan uang elektronik bukan berarti
masyarakat, khususnya masyarkat yang beraga isam dapat menggunakan uang
elektronik tersebut dengan bebas dikarenakan penggunaan sangat memudahkan

konsumen. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan semakin
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berbeda dari zaman terdahulu, kita sebagai konsumen harus lebih bijak dalam

memilih produk barang ataupun jasa yang ingin kita pakai.
b. Faktor tempat

Terkait faktor tempat, apabila dikaji terhadap penggunaan Uang Elektronik di
Indonesia adalah mengacu pada keberlangsungan Uang Elektronik pada
masyarakat Indonesia, yang mayoritas merupakan penduduk beragama Islam.
Demi menghindari hal tersebut dalam keadaan memungkinkan sesuai dengan
contoh dalam perubahan hukum dipengaruhi faktor tempat oleh Ibnu Qayyim
menjadi salah satu gambaran yang mestinya dikaji dan mungkin saja diterapkan.
Maka sekalipun penggunaan Uang Elektronik diberlakukan saat ini di Indonesia,
tetapi haruslah mengacu pada prinsip-prinsip nilai syariah yang ada di bidang
muamalah. Agar nantinya terhadap keberadaan Uang Elektronik tidak
menimbulkan berbagai polemik dalam penggunaannya sebagai salah satu alat

transaksi saat ini di Indonesia.

c. Faktor situas

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya atas contoh peristiwa yang terjadi
pada masa Umar bin Khattab yaitu meniadakan hukuman potong tangan pada
masa paceklik. Faktor situasi menjadi alasan penting kenapa Umar pada masa itu
memberlakukan kebijakan tersebut. Situasi pada saat itu sedang mengalami
paceklik dan krisis pangan yang menyebabkan setiap masyarakatnya sulit dan

kesusahan khususnya dalam memproleh pangan.®® Maka pada akhirnya situas

2 pid.
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tersebut memungkinkan demi tercapainya kemaslahatan umat pada masa itu untuk

dilakukannya transformasi hukum.

Ibnu Qayyim berdasarkan kejadian pada masa Umar tersebut menjadikan
faktor situasi juga sebagai salah satu faktor penting dalam melakukan transformas
hukum. Jika dianalisis faktor situas teori lbnu Qayyim dalam melakukan
perubahan hukum pada fokus topik penelitian mengenai penggunaan Uang
Elektronik, perlu diketahui pula alasan-alasan dan situasi yang memungkinkan
terhadap aturan hukum mengenai hal tersebut. Situas dalam perkembangan dunia
bisnis dan teknologi yang sudah dapat menjadi salah satu metode khususnya
untuk memastikan keberadaa penggunaan Uang Elektronik sesuai dengan prinsip

muamalah. Dalam hal ini faktor Situasi erat kaitannya dengan faktor zaman.

Faktor perkembangan zaman menjadikan perubahan-perubahan struktural
dalam berbagai aspek kehiduppan yang menyebabkan perubahan situasi-situas

dan pola kehidupan masyarakatnya.

Pada akhirnya jika merujuk pada analisis keterkaitan antara faktor situasai dan
faktor zaman atas kgian-kgjiannya mengena urgens penggunaan Uang
Elektronik dan transformass hukumnya dalam keadaan-keadaan tertentu.
Tujuannya untuk kembali menghindari terjadinya kemudharatan seperti apa yang

telah dilakukan Umar bin Khattab dahulu.

d. Faktor Niat
Niat merupakan hal terpenting dalam melakukan suatu perbuatan. Bagaimana

kemudian niat menjadi syarat sah dalam beberapa ibadah wagib misal, shalat,
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puasa, zakat, dan semacamnya. Begitu pula niat dalam melakukan kegiatan-
kegiatan dibidang muamalah. Tidak hanya ibadah mahdah sgja, ibadah dibidang
muamalah semisal beniaga juga membutuhkan niat yang pasti dan jelas. Suatu
perbuatan dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas dan tidak pasti menjadikan

perbuatan dan hasilnya menjadi multitafsir.*

Contoh seperti pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika
aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh
karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka
berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebahagian masyarakat menganggap bahwa
jatuhlah talak bagi s istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian
mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan
bahwa talak telah jatuh kepada s istri dengan perkataan “keluarlah” dari s suami.
Menurut 1bnu Qayyim terhadap peristiwa tersebut dianggap suatu hal yang bodoh
karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti
yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan

oleh Allah Swt dan Nabi Saw, demikian juga tidak dibolehkan oleh paraimam. 3

Jika dianalisis terhadap permasalahan yang terjadi pada kasus diatas |bnu
Qayyim dalam teori perubahan hukum menggolongkan faktor niat sebagai salah
satu faktor penting atas perubahan hukum itu sendiri. Analisis faktor niat dalam

topik penelitian penggunaan layanan Uang Elektronik ditinjau dari prinsip

% bid.

31 1 bid.
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muamalah. Maka dalam penggunaan layanan Uang Elektronik juga tergantung
pada niat konsumen yang memakainya. Konsumen sebagai pengguna layanan
Uang Elektronik pastinya awalnya hanya memiliki niat untuk mempermudah

kehidupan sehari-hari dan untuk mempermudah dalam bertransaksi.

Namun, jika ditinjau dari prinsp muamalah, dibalik penggunaan layanan
Uang Elektronik tersebut tidaklah bersesuaian dengan prinsip-prinsp muamalah,
dan juga mengandung larangan-larangan dalam hidup bermuamalah. Misalnya,
pada penggunaan layanan Uang Elektronik OVO (aplikas dompet digital yang
dikembangkan oleh PT. Visionet Internasonal). Aplikass OVO tentu sgja sangat
menguntungkan konsumen penggunanya dengan memberikan potongan-potongan
harga, namun dalam penggunaannya konsumen seharusnya tidak menggunakan
Aplikas tersebut dengan semata-mata berniat untuk mengejar atau mendapatkan
potongan harga karena pada dasarnya Uang Elektronik berfungs hanya untuk

memudahkan transaks sebagai pengganti uang cash.

Akan tetapi jika seorang konsumen penggunana layanan Uang Elektronik
melakukan transaksi dengan niat yang baik, namun juga tidak bersesuaian dengan
prinsip prinsip muamalah maka penggunaan layanan Uang Elektronik tersebut
dilarang dalam syara’, karena penggunaan layanan Uang Elektronik tersebut

mengandung larangan-larangan dalam bermuamalah.

e. Faktor Adat
Faktor berikutnya pada transformas hukum menurut Ibnu Qayyim yaitu

faktor adat. Faktor adat sangat berpengaruh dan memiliki andil penting atas
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keberadaan faktor-faktor lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini
menyebabkan faktor adat memiliki kausalitas dalam pemberlakuan faktor tersebut

seiring dengan keberlangsungan faktor-faktor lainnya.

Contohnya seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim dengan orang yang
bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah”. Dimana di daerah tersebut kata
“dabbah” sesuai dengan urf/adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu,
sumpahnya hanya berlaku untuk mengendara hewan yang bernama keledai.
Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada

konsekuensi hukum baginya.**

Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud ”dabbah” sesuai dengan
adat/urf pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya
berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi
indikass bahwa perubahan hukum selalu memperimbangkan adat/urf suatu
daerah.®® Terkait keberadaan Uang Elektronik sendiri memang tidak diatur dalam
salah satu hukum adat tetapi merujuk dengan prinsip-prinsip dalam muamal ah.
Negara Indonesia yang 85 persennya beragama Islam seharusnya pelaku usaha
lebih memikirkan kenyamanan masyarakat atau konsumen dalam penggunaan
Uang Elektronik yang dikelola oleh bank konvensional ataupun ber-label syariah
namun masih dibawah komando perusahaan induk yang bersifat konvensional.

Dalam hal ini, walaupun segal a suatu penyesuaian pada zaman sekarang bersifat

3 1pid.
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Mubah atau boleh, akan tetapi kita tidakalah boleh lupa jika semua hal

haruslah bersesuaian dengan syara’, termasuk prinsip bermuamal ah.

B. Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang
Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah
Keberadaan Uang Elektronik di Indonesia sedikit banyaknya menimbulkan
dampak baik postif maupun negatif. Dampak positif yang timbul misalnya
semakin mudahnya melakukan akses transaks jual beli melalui pembayaran Uang
riil tanpa harus mengeluarkan banyak Uang riil. Selain itu efisens dalam
penggunaan Uang Elektronik menyebabkan Uang Elektronik semakin digemari di

zaman serba praktis pada era globalisas sekarang.

Adapun selain dampak positif yang timbul akibat keberadaan Uang
Elektronik, dampak negatif juga turut hadir dalam keberlangsungannya. Dampak
negatif tersebut diantaranya belum ter-afiliasikannya semua kebutuhan kehidupan
masyarakat terhadap transaksi menggunakan Uang Elektronik. Selain itu belum
ter-sosialisasikannya system penggunaan Uang Elektronik dalam setiap transaks
di Indonesia menyebabkan hanya sekelompok masyarakat yang paham akan
penggunaannya. Tidak hanya itu saja, khusus terhadap penelitian ini kerugian-
kerugian atas keberadaan Uang Eletronik yang bertentangan dengan prinsip
muamalah menjadi suatu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji. Hal ini
disebabkan bahwa faktanya mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk
agama Idam. Dalam garan agama Ilam segala aspek kehidupan telah diatur
berdasarkan system syara’. Hal tersebut mengacu pada sumber hukum Al-Qur’ an

maupun sunnah/hadist dan juga melalui ijtima fugaha. Termasuk salah satu aspek
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bidang kehidupan yang diatur secara syara’ adalah mengenai system
perekonomian masyarakat. System perekonomian tersebut masuk dalam bidang
muamalah, yang segala aspek dan unsurnya haruslah bersesuaian dengan prinsip

muamal ah.

Ruang lingkup muamalah sendiri ada 2, yaitu muamalah Madiyah dan
muamalah Adabiyah, Khusus terhadap bidang perekonomian termasuk kedalam
bagian muamaah Madiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek
muamalah atau bendanya. Muamalah Madiyah menetapkan aturan secara syara’
terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram dan syubhat
untuk dimiliki, diupayakan dan diperjual-belikan, apakah suatu benda bisa
menyebabkan kemaslahatan atau kemudharatan bagi manusia, dan beberapa segi
lainnya. Muamalah Madiyah memiliki tujuan untuk memberikan panduan kepada
manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat kebendaan
dan bersifat sementara bukan sekedar memperolek keuntungan semata, namun
juga bertujuan untuk memperoleh ridha Allah SWT, dengan cara melakuakan
muamalah sesuai dengan aturan main yang sesual dengan aturan-aturan yang

ditetapkan secara syara’.

Pada muamalah Adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan
Bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari subjeknya, yaitu manusia.
Muamal ah Adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau
tidak boleh dilakuakan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab
dan akhlak, seperti keujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi,

dengki, dendam, penipuan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas
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manusia dalam hidup bermasyarakat dalam mengelola suatu benda. Pada
muamal ah Adabiyah memberika panduan yang syara’ bagi prilaku manusia untuk

mel akukan tindakan hukum terhadap sebuah benda.

a. Kerugian Terhadap Bentuk Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan

Prinsip Muamalah

Berdasarkan penelitian normatif dari penulis, bahwa jenis kerugian berupa
kerugian materil dan bentuk kerugian yang terjadi dalam penggunaan uang

elektronik ada 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Kerugian yang Didasari Oleh Sistem Keamanan

Bentuk perlindungan penggunaan uang elektronik dalam sistem keamanan di
Indonesia masih tergantung pada teknis penyelenggara uang elektronik tersebut.
Keamanan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang memiliki kewenangan
untuk melaksanakan dan membentuk uang elektronik masih memiliki perbedaan.
Seperti OV O yang keamanannya terjaga melaui nomor kontrak konsumen di nilai
memiliki keamanan yang efektif dalam melaksanakan perlindungan terhadap
konsumen. Namun, hal itu juga tidak menjamin apabila nomor kontak konsumen

tersebut pada akhirnya hilang.

Kemudian, begitu juga uang elektronik yang digunakan untuk menggunakan
jalan Tol. Keamanan terhadap kartu E-Tol di nilai masih kurang efektif ketika
kartu yang digunakan oleh konsumen ini hilang. Sehingga apabila kartu ini hilang,
bisa dipakai oleh siapa sgja yang memegang kartu tersebut. Berbeda halnya

dengan kartu ATM, apabila konsumen mengalami kehilangan kartu, nasabah
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tinggal melakukan pelaporan melaui bank dan melakukan pemblokiran ATM.

Kerugian yang terjadi tersebut merupakan bentuk kerugian materil.

Sistem keamanan yang dilakukan oleh penyelenggara keuangan eektronik,
jika ditinjau dari prinsip muamalah maka akan menimbulkan pandangan baru
dalam menanggapi sistem keamanan uang elektronik ini. Mengingat bahwa
sebagal besar pengguna uang elektronik yang ada di Indonesia adalah beragama

Idam.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen
berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk
atau jasa yang dipergunakannya. Jika keamanan yang dimiliki beberapa pelaku
usaha penyedia jasa penggunaan keuangan elektronik pada akhirnya belum
mampu melindungi konsumen. Maka akan menimbulkan kerugian dalam bentuk
materil dan immateril. Oleh karena itu, prinsip muamalah harus ambil andil dalam

meninjau keamanan terhadap penggunaan uang elektronik.

b. Kerugian Yang Didasari Dengan Adanya Sisa Saldo Konsumen Yang Telah

Mencapai Limit Tertentu

Sisa saldo yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pada akhirnya
menyebabkan konsumen menjadi rugi secara tidak langsung. Karena keberadaan
uang sisa saldo tersebut pada akhirnya tidak bisa digunakan dan juga tidak bisa
kembali menjadi uang manual kepada konsumen. Kemudian kartu Tol yang tidak
dipergunakan akan mengalami masa kadaluarsa dan uang tersebut akan kembali

lagi kepada penyelenggara uang elektronik. Tentu hal itu akan membuat
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konsumen mengalami kerugian ketika uang yang ada dalam sistem elektronik

tersebut menjadi kadal uarsa.

c. Kerugian Yang Didasari Oleh Konsumen yang Kehilangan Hak Untuk

Memilih Jenis Pembayaran

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanahkan bahwa setiap
konsumen bebas untuk memiliki segala produk atau jasa. Namun jika kita melihat
jenis uang elektronik yang ada dalam kegiatan masyarakat umumnya masih
berbentuk konvensional melalui bank konvensional, sebagai contoh E-Tol tidak
menyediakan uang elektronik yang berasal dari bank syariah. Sehingga konsumen
yang beragama idam tidak ada pilihan untuk memilih uang elektronik yang
berasal dari bank konvensional Tentu jika berbicara terkait dengan kerugian
konsumen dalam pengguna uang elektronik yang dijelaskan, hal itu tidak terlepas
dari sah atau tidaknya penggunaan uang elektronik dalam pandangan syariah,
khususnya pada prinsip muamalah. Adapun prinsip-prinsip dalam ber-muamalah,

yaitu:**
a Mubah atau boleh

Setigp akad muamalah yang dilakukan manusia daam rangka pemenuhan
kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan

keharamannya® Isam membolehkan segala sesuatunya sesuai  dengan

% Rozalinda 2016. Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasinya Pada Sector
Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali pers, halaman 4.

1 bid.
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perkembangan zaman selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum
syara’ Idam. Dalam hal ini berarti segala transaks yang kita lakukan apabila
dikerjakan tidak berpahala namun juga tidak berdosa dan bila tidak dikerjakan

tidak berpahala dan juga tidak berdosa.

Keberadaan uang elektronik di Indonesia berkembang dengan pesat karena
sangat memudahkan konsumen pengguna uang elektronik tersebut, sehingga
beberapa Bank juga memproduksi atau membuat uang elektronik yan ber-label
syriah, dan bersuaian dengan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Uang Elektronik Syariah, keberadaan Uang Elektronik di Indonesia secara syariat
Isam di perbolehkan asal bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang
diterbitkan dalam fatwa tersebut. Namun pada faktanya, masih banyak keberadaan
Uang Elektronik yang merupakan produk dari lembaga keuangan baik perbankan
maupun non-perbankan konvensional. Hal ini menggambarkan bahwa terhadap
produk-produk tersebut jelas tidak bersesuaian dengan prinsip syariah baik dari
pengel olaan keuangannya, maupun dari sistem mang emen lembaga keuangannya
tersebut. Adapula produk Uang Elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga
keuangan perbankan maupun non-perbankan konvensional namun memiliki

penambahan kategori syariah pada produknya.

Sebut sgja produk BCA Syariah (flazz), Bank syariah mandiri (BSM E-
money), BNI Syariah (Tapcash hasanah). Pada produk Uang Elektronik Hazz
BCA Syariah, produk tersebut merupakan hasil dari lembaga keuangan perbankan
Bank Central Asia yang kemudian mendegradasikan cabang usahanya dibidang

perbankan syariah. Namun tetap saja apabila dikaji berdasarkan prinsip syariah
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yang sesuai dengan garan Al-Qur'an dan Hadits hal tersebut mengenai
keberadaan dan pengelolaan Uang Elektronik oleh perusahaan perbankan yang
pada dasarnya masihlah berbasis konvensional. Hal yang sama terjadi pada
produk Uang Elektronik lainnya seperti E-money Bank Syariah Mandiri yang

merupakan produk dari Bank Syariah Mandiri.

Apabila dikaji secara objektif, keberadaan Uang Elektronik tersebut tidaklah
menimbulkan kerugian secara langsung. Artinya terdapat pilihan dalam
penggunaan Uang Elektronik tersebut oleh seseorang. Namun, saat ini mengacu
pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan demi terselenggaranya
efisens serta kecepatan dalam mengakses berbagai bidang kehidupan, maka
penggunaan Uang Elektronik saat ini semakin banyak digunakan untuk berbagai
hal tersebut. Penggunaan uang elektronik yang hukumnya mubah masih harus
bergantung pada prinsp-prinsip Syara maupun prinsp-prinsip  muamalah
dikarenakan segala sesuatu yang kita lakukan didunia ini harus semata-mata

karena Allah SWT.
b. Objek harushala

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan haruslah suci

zatnya,*

15y Con A&7, AT a7 bt "0 850, alll (1 0 <y ) s AN

Dan makanlah makanan yang hala lagi baik dari apa yang Allah telah
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman
kepada-Nya (Q.S Al-Maidah : 88)

3| bid. halaman 5.
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Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-
Bagara Ayat 168)

ol (580 15701 U G e o U UK 2 g (T ATy (Il (e Tl g3 1508 L) il
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Bagara Ayat 275)

REALS ;,1'5 d; Pl Gae Tl U G 2 (a5l (e A (e (38 o 758 S 5530 U8
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Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang
diharamkan oleh Israil (Yaqub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat
diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang
diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia
jika kamu orang-orang yang benar. (Q.S Ali-Imran Ayat 93)
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Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada
benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut
harusah halad pula® Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang
melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai
dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh
dengan cara yang tidak sah, seperti jual-beli barang hasil curian, ciplakan dan
sebagainya. ® Sehingga penggunaan uang elektronik tidak boleh digunakan untuk

membeli barang-barang yang haram hukumnya dalam syara’.

Uang Elektronik mash menimbulkan perdebatan terhadap statusnya. Dalam
muamalah yang dimaksud dengan objek yang halal adalah bahwa objek tersebut
tidak bertentangan dengan unsur-unsur syara’. Namun pada kenyataannya,
berdasarkan keberadaannya dilapangan hampir sebagian besar produk Uang
Elektronik masih dikelola secara konvensional oleh lembaga keuangan perbankan

berbasi s konvensional.

Walaupun kenyataannya keberadaan Uang Elektronik mash dapat
digolongkan sebagai sesuatu yang memiliki sifat Mubah, namun perlu ditelaah
lebih lanjut terhadap mekanisme dan sistem pengelolaan Uang Elektronik
tersebut. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang

elektonik syariah sebagai alat pembayaran harusah memenuhi unsur-unsur

seperti:

¥ bid.

38 bid.
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1. Diterbitkan atas dasar jumlah nomina Uang yang disetorkan kepada

penerbit,

2. Jumlah nominal Uang disimpan secara Elektronik dalam suatu media yang

teregistras,

3. Jumlah nominal Uang Elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan
merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai perbankan, dan

4. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan

merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut.

Meskipun demikian walaupun pada faktanya terdapat beberapa produk Uang
Elektronik yang memiliki label syariah seperti, BCA Syariah (flazz), Bank syariah
mandiri (BSM E-money), BNI Syariah (Tapcash hasanah). Namun pada
kenyataannya keberadaan produk-produk tersebut masih belum dipindahkan dan
masi h ter-afiliasikan dengan induk perusahaan perbankan berbasis konvensional.
Sehingga terhadap keberadaan produk Uang Elektronik tersebut apabila dikgji dan
dikaitkan dengan label syariah berdasarkan fatwa MUI Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017 menjadikannya sebagai suatu ketidak pastian status terhadap

beberapa produk Uang Elektronik.

Penggunaan definis halad berujuk pada kamus besar Indonesia diartikan
sebagai sesuatu yang diizinkan dalam artian tidak dilarang oleh syara’. Maka
terhadap keberadaan produk Uang Elektronik yang masih dibawah naungan bank

konvensional perlu mendapat perhatian khusus atas hubungannya dengan
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keberadaan syara’. Walapun demikian di Indonesia saat ini berdasarkan data yang
dirilis bank Indonesia per-tanggal 24 mei 2019, terdapat beberapa produk Uang
Elektronik yang dikelola oleh lembaga keuangan non-perbankan dan

mendapatkan sertifikas syara’ oleh MUI.
c. Sesua dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah.

Dalam prinsip ini artinya segala transaks harus sesuai dengan apa yang diatur
dalam syara’ dan peraturan pemeritah.*® Pemerintah telah membentuk Undang-
Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan keamanan terhadap
konsumen yang menggunakan uang elektronik. Transaks yang dilakukan dengan
cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syara’
dipandang tidak sah.’
el ol Vsl 1 gl Al 1l U ol 580 o de 5 3 o5 65308 ) al
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Y ang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-

Nisa Ayat 59)

Maksud dari ayat diatas ialah setiap muamalah yang dilakukan harus
mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist, ijmak

ulama serta peraturan pemerintah.** Dengan dasar prinsip ini, segala transaks

3 |bid. halaman 6
0 pid.

* Ibid.
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yang membawa kearah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak
bertentangan dengan ketentuan syara’. Sebaliknya, setiap transaks yang
membawa kearah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syara’. Begitu
juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syara’,
yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharata dalam
kehidupan manusia®® Jika pada akhirnya pelaku usaha tidak memberikan
kepastian terkait keamanan dalam menggunakan uang elektronik hingga
konsumen mengalami kerugian. Maka segala pelaku usaha yang mengeluarkan
produk uang elektronik yang tidak memberikan keamanan penuh tentu tidak

sesual dengan prinsip ini.
d. Adanya keridhaan atau dilakukan atas dasar sukarela,

Dalam Idam, setigp akad atau transaks yang dilakukan dengan sesama
manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan tanpa
mengandung unsur paksaan.** Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak

terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.

Lét; QSTU:’ ‘}L‘; U ‘:5&%4/ (ﬁss:;‘\i (ﬁS}:\l dﬁb Ul uT LJ)SZ‘ i:)k;,s L)E; U“:):-”I :}54:“ u:j ‘:,ng - JT
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Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.SAN-NisaAyat 29)

2| bid.

3 bid.



55

‘An taradin pada dasarnya memiliki makna yaitu, transaks muamalah yang
dilakukan atas kemauan dan pemikiran sendiri bukan atas dasar paksaan orang
lain.* Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah
dan tidak bisadi buktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu
rela terhadap transaks yang dilakukannya atau tidak. Prinsp antara
dimanivestasikan melalui akad yaitu ijab dan kabul atau dalam bentuk mu’athah
yaitu saling memberi antara para pihak yang melakukan transaks tanpa lafal ijab

dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan pada saat ini.*

Suatu akad harus berdasarkan pada kerelaan dan kehendak kedua belah phak.
Ini berarti bahwa akad yang dilakukan atas dasar intimidasi dan tekanan dari salah
satu atau pihak lain dianggap tidak sah.”® Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan
dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa
keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan
transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain

tanpaizin.*’

Dizaman sekarang ini yang segal a sesuatunya serba praktis mengharuskan kita
menggunakan Uang Elektronik agar mempermudah transaksi. Namun sebagian

masyarakat banyak yang tidak mengetahui apakah Uang Elektronik tersebut

“1bid., halaman 8
®pid.
| pid.
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berbasis konvensional atau berbasis syariah. Salah satu contohnya yaitu E-Tol,
seperti yang kita ketahui penggunaan jalan Tol telah melakukan transaksi
pembayarannya harus melalui kartu E-Tol, dan pengelolaan kartu E-Tol sendiri

di-kelola oleh bank konvensional.

Terkait hal itu sendiri masyarakat tidak mempunyai pilihan lain tentang
pembayaran jalan Tol yang mengharuskan melalui kartu E-Tol karena memang
masyarakat sudah diwajibkan jika pembayaran jalan Tol harus memakai kartu E-
Tol. Sehingga hal ini merujuk kepada tindakan diskriminasi atau tidak ridhanya
sebagian masyarakat dalam penggunaan kartu E-Tol yang dikelola oleh sistem
konvensional. Juga dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan kartu E-Tol oleh
masyarakat ataupun konsumen banyak yang merasa dirugian karena pada

dasarnya mereka menggunakannya atas unsur terpaksa dan tidak secara sukarela.

Masyarakat tidak mendapatkan ataupun merasakan kenyamanan terkait
penggunaan jalan Tol yang mengharuskan menggunakan kartu E-Tol. Seharusnya
pel aku usaha ataupun pejabat pemerintah yang menetapkan peraturan penggunaan
kartu E-Tol terhadap jalan Tol harusiah mem-pertimbangkan kenyamanan dan
menghormati hak masyarakat ataupun konsumen terkait penggunaan jalan Tol

yang pembayarannya harus dilakukan menggunakan kartu E-Tol.

e. Mendatangkan Manfaat

Muamalah dilakukan harus atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat,

baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun
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tidak langsung, seperti bibit tanaman.® Jadi, tidak dibenarkan melakukan
transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak
yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus memberikan manfaat serta
menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan
orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan

Al-Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 27.%°
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Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra’ Ayat 27)

Prinsip ini dilahirkan dari garan Ilam yang melarang seseorang melakukan
tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.*® Membuang-buang
harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan

orang lain.

Kehadiran Uang Elektronik dalam hidup bermasyarakat tentu sgja sangat
memudahkan konsumen untuk melakukan transaks dalam kehidupan sehari-hari,
dan hal tersebut sangat dibutuhkan dizaman sekarang yang serba modern ini.
Uang Elektronik tidak hanya memudahkan kita dalam hal ber-transaksi namun
juga sebagiannya menguntungkan Kkita para konsumen yang memakainya,

dikarenakan ada beberapa jenis Uang Elektronik yang memberikan potongan

B pid.
I bid.
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harga secara cuma-cuma pada beberapa konsumen yang memakai Uang

Elektronik tersebut.

Contohnya, beberapa jenis Uang Elektronik seperti Go-Pay (Go-Pay
adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-JekCredit Anda yang bisa digunakan
untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam
aplikas GO-JEK) dan OV O, jenis Uang Elektronik tersebut banyak memberikan
keuntungan terhadap konsumen yang menggunakannya, seperti pemesanan ojeX,
Go-Car maupun Grab-Car, dan juga pemesanan makanan yang dilakukan secara
online tersebut biasanya Uang Elektronik Go-Pay dan OVO memberikan
potongan harga yang cukup besar kepada beberapa konsumennya dengan
menggunakan voucher atau kode promo tertentu. Konsumen tentu merasa sangat
beruntung dengan mendapatkan voucher atau kode promo tersebut, namun sedikit

konsumen yang memiliki pemikiran apakah hal itu dihalalkan atau justru haram.

Pada dasarnya banyak masyarakat berfikir itu adalah bentuk hadiah dari
perusashaan Go-Jek (Aplikas asal Indonesiayang melayani angkutan melalui
jasaojek), dan Grab kepada pengguna aplikas mereka, dikarenakan seringnya
penggunaan pada aplikas Go-Jek maupun Grab. Namun, banyak yang tidak tahu
jika pembayaran yang konsumen lakukan melalui Uang Elektronik yang dikelola
menggunakan sistem konvensional maka hal itu tentu tidak dibolehkan
dikarenakan sistem konvensional di haramkan dalam Islam karena mengandung
riba. Sehingga dapat dismpulkan, jika muamalah dilakukan atas dasar
mendatangkan manfaat, maka masyarakat juga harus berfikir manfaat seperti apa

yang kita terima oleh suatu produk barang atau jasa yang kita gunakan. Karena,



59

tidak semua produk memberikan manfaat namun manfaat tersebut sesuai dengan

syara’ Islam ataupun dalam bermuamal ah.

f. Adanyaasas maslahat

Prinsip ini sgaan dengan tujuan syara’ (magashid syara’) yakni
mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaks
yang dilakukan.®® Bila suatu perkara terkumpul mudharat dan maslahat, menolak
kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudaratan yang
ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit
manfaat.>?> Contohnya, jual-beli minuman keras dan jual-beli lotre harus dilarang
dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak daripada
tingkat kemadahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap trasaks yang
dilakukan secara sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan
manfaat untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.> Terkait penggunaan uang
elektronik dalam prinsip ini juga memiliki arti yang sama dengan prinsip

muamal ah yang mempertimbangkan adanya manfaat.

* |bid. halaman 7
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g. Prinsip adanya niat

Adanya niat merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan,
karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat orang tersebut.>*Hal ini

sesuai dengan hadis nabi.

“ Al-gamah ibn wagash al-laits berkata saya mendengar umar ibn al-khatab r.a
yang berdiri diatas mimbar mengatakan saya mendengar rasulullah Saw.
Berkata “ hanya sgja sahnya suatu perbuatan dimulai dengan niat, dan setiap
perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, barangsiapa yang
berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya
akan diniatkannya.”

Niat diisyaratkan dalam Isam adaah untuk membedakan anatar perbuatan
yang bernilai ibadah dengan perbuatan yag hanya semata kebiasaan atau
rutinitas.” Baik dan buruknya hasil pada transaksi tergantung pada niat seseorang
karena niat merupakan Tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya
seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaks lainnya dengan niat
akrena allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah disisi-

Nya. Namun, jual beli ataupun transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk

%I bid. halaman 8

*5Ibid. halaman 9
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mendapatkan keuntungan semata maka yang akan diperoleh hanyalah niali

materinya saja tanpa adanilai ibadah di dalamnya.®

h. Adanya prinsip Tolong-menolong

Pada muamalah, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan
manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya.® Untuk itu,
Setigp transaks yang dilakukan harusah ada unsur Tolong-menolong
didalamnya® Seperti halnya dalam transaksi jual-beli, pada dasarnya apabila
akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk diberi
Tolong-menolong dengan sesama manusia. Lalu kemudian, apabila seseorang
penjual dalam hal ini pelaku usaha, penerbit produk Uang Elektronik pastilah
membutuhkan dana dari pembeli, yaitu konsumen pengguna layanan produk Uang
Elektronik.>® Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Sehingga pada akhirnya hal

tersebut adalah bentuk ta’ awun yang di syariatkan dalam transaksi muamalah.®

2. Kerugian akibat Uang Elektronik yang bertentangan dengan larangan

dalam Muamalah

*® pid.
*"lhid.,
%8 | bid. halaman 10
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a. Larangan maisir atau gimar
Larangan maisir atau gimar secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara
teknis, maisir adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu
(berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.®
Menurut al-jurjani dalam kitabnya, at-ta'rifat, judi adalah setiap permainan yang
didalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang
kalah kepada pihak yang menang. menurut muhammad ali ash-shabuni dalam

kitab tafsirnyarawa | al-bayan fi tafsir ayat al-ahkam, judi adalah setiap

(berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang
menang.®* Menurut a-jurjani dalam kitabnya, at-ta'rifat, judi adalah setiap
permainan yang didalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil
dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. menurut muhammad ali ash-
shabuni dalam kitab tafsirnya rawa' | a-bayan fi tafsir ayat al-ahkam, judi adalah
setigp permainan yang menimbulkan keuntungan (ribh) bagi satu pihak dan
kerugian (khasarah) bagi pihak lainnya®® Senada dengan ini, yusuf al-gardhawi
(1990:417) dalam halal dan haram mengungkapkan, judi adalah setiap permainan

yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.®*

1 M. Nur Rianto Al Arif. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik. Bandung
Pustaka Setia, halaman 162.

®2M. Nur Rianto Al Arif. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik. Bandung
Pustaka setia, halaman 162.

&3 bid.
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Beberapa definisi tersebut saling melengkapi sehingga dapat disimpulkan
sebuah definis judi yang menyeluruh. Judi adalah permainan yang mengandung
unsur taruhan (harta/lmateri) dan pihak yang menang mengambil harta yang/materi
dari pihak yang kalah. Suatu perbuatan dapat dikategorikan judi jika memenunhi

tiga unsur berikut:®

a. Taruhan harta/mater yang berasal dari kedua pihak yang berjudi

b. Permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah,

c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi

taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Judi apabila dilakukan dengan bandar atau penyelenggara atau tanpa bandar,
diselenggarakan pihak swasta (misalnya, bandar judi dikapal pesiar untuk judi),
ataupun pemerintah (misalnya, departemen sosial), apakah dana yang terkumpul
untuk tujuan pembangunan, olahraga, sosial, atau yang lainnya. Istilah lain dari
judi adalah spekulasi. Hal ini terjadi dalam bursa saham. Setiap menitnya selalu
terjadi transaks spekulas yang sangat merugikan penerbit saham. Setiap
perusahaan yang memiliki right issue selalu didatangi para spekulan.®®

Dalil muamalah larangan maisir terdapat dalam Al-Qur’ An

Sl F e 5esd il U8 Cogd &) 70 a8 Toopdliey (el Gy Ty (gt s g0l 51 10
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi

®\bid.
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dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan®.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu
berfikir (Q.S Al-Bagarah Ayat 219)
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Ha orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan
berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang;
maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S Al-Maidah
Ayat 90-91)

Keberadaan Uang Elektronik dalam keberlangsungannya di Indonesia saat ni
masih mengalami polemik pro dan kontra. Hal tersebut tidak hanya meliputi status
keberadaan Uang Elektronik tersebut saja melainkan juga terhadap sistem
pengelolaan dan penggunaannya sebagi suatu alat atas suatu transaksi jual-beli.
Merujuk pada mayoritas masyarakat Indonesia yang notabenenya merupakan
konsumen yang menganut kepercayaan beragama Islam, semestinya keberadaan
Uang Elektronik serta keberlangsungannya juga harusah memperhatikan dari

aspek pengel olaan yang bersesuaian dengan nilai-nilai syara’.

Apabila dilihat dari produk Uang Elektronik yang beredar saat ini sebagian
besar produk tersebut merupakan hasil kerjasama dari perusahaan bank-bank
konvensional. Merujuk pada bentuk dari produk Uang Elektronik tersebut, yang

dikategorikan sebagai salah satu alat tukar dalam transaksi jual-beli, dalam hal ini
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dapat diartikan Uang Elektronik memiliki bentuk dan sifat yang semestinya sama
seperti halnya Uang tunai pada umumnya. Namun terhadap keberadaan Uang
tunai selamaini jelas merupakan suatu bentuk alat tukar yang nilai tukarnya tetap
dan tidak mengalami perubahan selama pemerintah sebagai yang berwenang atas
peredaran Uang tunai tersebut tidak melakukan perubahan. Tetapi, apabila dikaji
terhadap bentuk Uang Elektronik saat ini, terhadap nilai tukar atas nominal saldo
pada Uang Elektronik tersebut tidak serta merta dapat dipastikan apakah saldo
tersebut tidak memiliki jangka waktu. Sebab keberadaan Uang Elektronik
sepenuhnya dikelola oleh perusahaan produk Uang eletkronik tersebut.
Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia hanya sebagai pengawas dan penerbit
aturan-aturan regulasi terhadap keberadaannya. Hal ini menggambarkan bahwa
terhadap nilai tukar pada Uang Elektronik tersebut bisa menciptakan suatu
fluktuas sesuai dengan keadaan perusahaan yang memproduksi Uang Elektronik
tersebut kedepannya. Bukan tidak mungkin ketika perusahaan perbankan atau
lembaga keuangan lainnya yang merupakan perusahaan yang memproduks Uang
Elektronik tersebut mengalami kemunduran dan/atau bahkan mengalami pailit,
bukan tidak mungkin produk Uang Elektronik tersebut juga baka menghilang dari
peredaran dan tidak dapat dipergunakan lagi. Padahal bukan hal mustahil apabila
pemegang produk Uang Elektronik tersebut selaku konsumen, masih memiliki
sisa saldo nomina yang seharusnya masih dapat dipergunakan tanpa adanya batas
waktu sesuai dengan kedudukan dan fungss Uang Elektronik yang disejajarkan

sama halnya seperti Uang tunai.
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Hal tesebut menggambarkan bahwa terhadap unsur maisir pada Uang
Elektronik terdapat pada nominal nilai tukar pada saldo Uang Elektronik tersebut
yang merupakan pengganti Uang tunai dalam melakukan kegiatan transaks jual-
beli barang maupun jasa. Sehingga atas ketidakpastian tersebut seseorang
konsumen dirasa dapat mengalami kerugian dan terpenuhilah unsur maisir sesuai

dengan yang telah diuraikan di atas sebelumnya.

b. Adanyalarangan gharar (ketidakpastian)

Maksud ketidakpastian dalam transakss muamalah adalah “ada sesuatu yang
ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa
ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.®” Menurut ibn rush,
maksud al-gharar adalah kurangnya pemjelasan tentang masa penyerahan barang,
terutama ketika Uang sudah dibayar, tetapi waktu penyerahan barang tidak
diketahui.” Ibn taimiyah menyatakan al-gahara adalah adalah: “ apabila satu pihak
mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia

dapat.”®®

Gharar secara sederhana dapat dikataskan suatu keadaan yang salah satu

pihak mempunyai informai memadai tentang berbagai elemen subjek dan objek

%I bid. halaman 159

%) bid.
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akad. Gharar adalah semua jual-beli yang mengandung ketidakjelasan atau
keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan
akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.®*Dalil muamalah

larangan gharar terdapat dalam, Al-Qur’ an
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Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padaha
kamu mengetahui. (Q.S Al-Bagarah Ayat: 188)
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Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.SAN-Nisa Ayat: 29)

Unsur gharar pada Uang Elektronik terletak pada penggunaan Uang
Elektronik yang merupakan suatu alat tukar pengganti Uang tunai dalam
melakukan kegiatan investasi oleh pengguna produk tersebut. Semestinya apabila
kedudukan dan fungs Uang Elektronik disgjgjarkan sama dengan keberadaan
Uang tunai, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan yang

biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

bid.
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Pada penggunaan uang elektronik juga bisa mengandung unsur gharar apabila
kita menggunakan uang leketronik tersebut untuk membeli hal ataupun barang
yang sifatnya tidakpasti yaitu seperti membeli barang dari aplikas online
menggunakan uang elektronik. Barang yang kita beli tentu tidak dapat kita ketahui
bagaimana bentuknya, biasanya konsumen hanya melihat dari bebrapa foto yang

bisa saja barang yang di foto tersebut tidak sesuai dengan barang aslinya.

Mengenai investas, menurut Abdul Halim pada hakikathya merupakan
penampatan sgjumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh
keuntungan dimasa mendatang. Investas dapat dideviniskan sebagai penundaan
utnuk konsums sekarang untuk dimasukan ke aktiva produktif selama periode
waktu tertentu. Dengana danya aktiva produktif, penundaan konsums sekarang
untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan meningkatkan itility

total.”

Secara umum hal tersebut dapat dismpulkan bahwa investas pada Uang
Elektronik dapat diartikan sebagai menggunakan Uang Elektronik terhadap
nominalya sama seperti Uang tunai pada umumnya untuk kemudian disimpan dan
menjadi aset yang dapat dipergunakan di masa depan. Namun dalam melakukan
investasi, agar terhindar dari yang namanya ghrarar atau investas “bodong”

artinya tidak memiliki kepastian terhadap investas tersebut sehingga

" Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi Da Diota Prameswari Vijaya 2018. Investas dan
Pasar Modal Indonesia. Depok: Rgjagrafindo Persada, halaman 2.
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menimbulkan kemudharatan, perlu dipahami lebih dulu mengenai risiko-risko

investasi. Risiko investasi yang sering dihadapi oleh investor, yaitu: ™

a. Market Risk (risiko pasar), sering disebut juga sebagai interest rate risk,
nila investas akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat yang

mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital 10ss,

b. Default Risk adalah resiko apabila penerbit asset gagal membayar bunga

atau bahkan pokok aset,
c. Inflation Risk adalah resiko menurunnya nilai rill aset karenainflag,

d. Currency Risk adalah resiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai

tukar mata Uang yang dipakai oleh aset,

e. Political Risk adalah risko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam

peraturan atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintah.

Artinya sama seperti sebelumnya yang telah dibahas, terhadap kaitannya unsur
gharar pada Uang Elektronik berdasarkan risiko-risko yang dapat membedakan
terhadap investas yang memang memiliki kepastian dengan investas yang tidak
memiliki kgelasan, mengacu pada poin tersebut, ada beberapa hal yang perlu
digarisbawahi. Hal itu khususnya mengacu pada tingkat risko pasar terhadap
keberadaan Uang Elektronik, juga mengenai nominal tukar Uang Elektronik yang

tidak memiliki kepastian pada kurun waktu kedepannya.

c. Larangan Riba

hid.
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Riba yang secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan).”* Dalam pengertian
lain, secara linguistic, riba berarti tumbuh dan membesar (saeed, 1996). Adapun
menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau
modal secara batil (Antonio,2001).”® Sedangkan secara umum riba dapat diartikan
sebagai pengambilan tambahan dan transaks yang dilakukan dengan cara

bertentangan dengan prinsip dan aturan syara’ I1slam.”™

Sebab-sebab diharamkannya riba dikarenakan riba adalah suatu perbuatan
yang mengambil harta orang lain denan cara yang zalim, riba dapat menghalangi
manusia bekerja keras dengan sungguh-sunguh, riba menyebabkan permusuhan
diantara individu dengan individu lainnya, riba dapat menyebabkan terputusnya
kebaikan antar masyarakat dalam bidang pinjam meminjam, dan jika dilihat dari
aspek socia riba juga  akan semakin  membuat orang-orang miskin

terpinggirkan.”

Adapun Ijma Ulama tentang keharaman Riba yaitu karena adanya bunga
sebagai biaya produks yang telah ditetapkan sebelumnya cenderung menghal angi
terjadinya lapangan kerja penuh, krisiskris moneter internasiona terutama
disebabkan oleh institusi yang memberlakukan bunga, siklus-siklus bisnis dalam

kadar tertentu dinisbahkan kepada fenomena bunga, dan teori ekonomi modern

2| bid., halaman 149
3l bid.
"I bid., halaman 150

> Asmuni dan Siti Muijiatun. 2016. Bisnis Syariah Suatu Alternative Pengembangan
Bisnis Yang Humanistic Dan Berkeadilan. Medan: Perdana Publishing, halaman 100-101
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yang berbasis bunga ini belum mampu memberikan justifikas terhadap eksistensi

bunga.”

Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu yang
ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu,
dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.
Ketika unsur ini bersama-sama membentuk riba serta bentuk lain dari transaks

kredit dalam bentuk Uang atau segjenisnya.

Ada dua bentuk riba yang berkembang, sejak permulaan Ilam yaitu, riba
nasi'ah dan riba fadhl.”’Riba nasi’ah adalah riba yang berkaitan dengan
penangguan waktu yang diberika kepada pengutang untuk membayar kembali
hutang dengan memberikan tambahan atau premi. Jadi riba bentuk ini mengacu
pada bunga yang ada pada hutang. Yang kedua riba fadhl, yaitu riba yang
diartikan sebagai kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk
pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditor dalam bentuk penukaran

barang yang jenisnya sama (Rahman, 1995).
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Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan (Q.S Ali-Imran Ayat 130)

® Heru Wahyudi. 2015. Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik. Y ogyakarta: Graha ilmu,
Halaman 15

""Gusti. Loc.cit
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jua beli itu sama dengan riba, padaha Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran,
dan selalu berbuat dosa. (Q.S Al-Bagarah Ayat 275-276)
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman 279. Maka
jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat
(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Al-Bagarah Ayat: 278-279)

W 1 i 301 QI 185 (50 (b

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S
Al-Bagara Ayat 42)
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Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padaha
kamu mengetahui. (Q.S Al-Bagara Ayat 188)
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Unsur bathil pada kaitannya terhadap keberadaan Uang Elektronik dalam hal
ini berfokus pada akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Uang Elektronik tersebut.
Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah dalam beberapa peristiwa seperti
hal nya pada tindakan konsumen yang ingin mengakses jalan Tol. Bisa dilihat dari
larangan-larangan riba, gharar dan juga maisir yang dapat disimpulkan bahwa
dengan melakukan riba, gharar, dan maisir merupakan salah satu tindakan
mendapat keuntungan disaat ada orang lain yang mengalami kerugian, serta
melakukan kecurangan dan melakukan hal yang tidakjujuran, sedangkan bathil
merupakan tindakan yang melarang adanya kezhaliman ataupun merugikan orang

lain disaat kita mendapat keuntungan.

Hal ini berarti, riba, gharar dan maisir termasuk dalam hal yang bhatil karena
dapat merugikan pihak lain. Misalnya, dalam penggunaan Uang Elektronik yang
beberapa produk Uang Elektronik tersebut melakukan diskriminas ataupun
merugikan masyarakat atau konsumen dalam penggunaannya. Contohnya,
penggunaan jalan Tol yang sekarang mengharuskan menggunakan kartu E-Tol,
sebagai konsumen kita pastinya merasa tidak ridho ataupun merasa ter-
diskriminas dengan penggunaan jalan Tol yang mengharuskan memakai kartu E-
Tol yang sudah jelas dikelola oleh Bank Konvensional, dan ha ini berarti
merugikan masyarakat ataupun konsumen yang beragama Isam. Dan juga ada
beberapa hal lainnya yang mengandung bhatil yang merupakan suatu perbuatan

yang tidak bersesuaian dengan syara’.
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik

Y ang Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asas manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum.”®Adapun Maria Theresia Geme mengartikan
perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan
sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara ekdusif) dengan tujuan

untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”

Adapun hasil penelitian dari pendliti terkait perlindungan hukum konsumen

atas penggunaan layanan uang elektronik terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui keberadaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen asas penyelenggaraan perlindungan konsumen haruslah bersesuaian
dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang
menyebutkan  Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Masing-masing asas tersebut haruslah diterapkan dalam berbagai tindakan

"8 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. Penerapan Teori HukumPada Penelitian
Tesisdan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 262.

" 1pid.,
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dan/atau perbuatan yang terjadi dalam hubungan yang tercipta antara pelaku
usaha dengan konsumen. Sehingga tujuan diadakannya perlindungan konsumen
dapat terwujud sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Mengenai perlindungan hokum terhadap konsumen, pelaku usaha haruslah
memenuhi hak-hak yang memang menjadi hak konsumen dalam hubungannya
dengan pelaku usaha. Contohnya, pada Pasal 4 yang beriskan jika konsumen
berhak menerima kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang ataupun jasa. Dalam penggunaan layanan uang elektronik konsumen

berhak menerima keamanan pada bantuk produk uang elektronik tersebut.

Ada berbagai macam bentuk produk uang elektronik dari mulai berbentuk
kartu ataupun Barcode (Kode Unik/Kode Batang). Produk uang elektronik yang
berbentuk kartu tentu sgja rentan terhadap masalah keamanan Karena seperti yang
kita ketahui kartu uang eletronik bisa kapan sgja hilang dan jika kartu tersebut
didapatkan oleh orang lain tentu sisa saldo uang elektronik tersebut bisa dipakai
oleh orang lain. Contohnya, kartu E-Tol yang tidak memiliki perlindungan
terhadap keamanan sehingga menyulitkan konsumen jika kartu E-Tol itu hilang.
Maka dalam hal ini rasa keamanan dan kenyamanan seorang konsumen
berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Seharusnya pelaku usaha membuat perlindungan
terhadap keamanan kartu E-Tol sehingga konsumen nyaman dan merasa aman

menggunakan layanan uang elektronik tersebut.
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Penggunaan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari memang sangat
memudahkan konsumen yang menggunakannya, namun tingkat keamanannya
belum tentu memberikan keamanan serta kenyamanan bagi penggunanya. Hal ini
juga berkaitan dengan belum adanya Undang-Undang tentang Uang Elektronik
sehingga perlindungan konsumen pengguna uang elektronik belum memiliki
kepastian dikarenakan penggunaannya yang menggunakan media elektronik dan

ada yang menggunakan jaringan internet.

Selanjutnya juga khusus mengenai unsur yang berkaitan dengan prinsip
muamalah merujuk pada asas keadilan pada Pasal 2 dan tidak mendapatkan
perlakuan diskriminas pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan beberapa fasilitas publik yang
mestilah diakses menggunakan layanan uang elektronik berbasis konvensional,
maka konsumen dalam ha ini tidaklah memiliki pilihan-pilihan selain untuk
menggunakan layanan uang elektronik tersebut. Hal ini belakangan sering terjadi
pada layanan fasilitas publik seperti akses parker pada gedung dan/atau fasilitas
publik, akses terhadap jalan tol (sebelum dikeluarkannya produk syariah yang
bekerjasama dengan pihak pengelola) hingga layanan publik lainnya seperti
pembelian merchant dan/atau transaks online lainnya. Hal ini mengindikasikan
terhadap perlindungan konsumen atas tindakan anti diskriminatif berdasarkan

ketentuan Pasal 4 masih belum terpenuhi secara kompleks dan nyata.



77

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui keberadaan Undang-
Undang Nomor 19 tahun 20016 tentang Informas dan Transaks

Elektr onik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik,
segala hal terkait transks elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara
sistem elektronik atas layanan sistem elektronik tersebut. Hal ini bersesuaian
dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
tersebut yang menyebutkan Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) poin b yang
menyebutkan setiap penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk dapat
melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan
Informasi  Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
Ketentuan mengena kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin
produknya aman digunakan dan telah dianggap memenuhi hak konsumen jelas
merupakan salah satu bagian dari prinsip muamalah yaitu adanya suatu kehalalan
yang dapat diartikan juga sebagal sesuatu yang baik dan tidak menimbulkan
mudharat bagi penggunanya. Pada akhirnya dalam menjalankan sistem transaks
menggunakan uang elektronik tersebut pihak penyelenggara sistem elektronik
mestilah memperhatikan terhadap perlindungan hak-hak konsumen sebagal

pengguna layanan produk/jasa yang diproduksinya. Agar nantinya keberadaan
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uang elektronik tersebut tidak bertentangan dengan penyelenggaraan sistem
muamal ah yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnyadi atas.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui keberadaan Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Penggunaan layanan Uang Elektronik segjatinya sangatlah bermanfaat pada
kehidupan sehari-hari masyarakat ataupun konsumen, dikarenakan kita berada
dizaman yang memang mengharuskita untuk serba cepat dan mudah serta praktis.
Namun, dalam penggunaannya alangkah baiknya kita dapat menjadi masyarakat
dan konsumen yang bijak, dikarenakan bisa sgja manfaat penggunaan Uang
Elektronik tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang keberadaannya pada
prinsp muamalah yang berupa Uang Elektronikharuslah halal, Uang Elektronik
tersebut harus sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah dalam
penggunaannya dan, penggunaan Uang Elektronik harus dengan adanya keridhaan
dari konsumen atau dilakukan atas dasar sukarela, dan tanpa mengandung unsur
paksaan, Uang Elektronik dalam penggunaannya juga harus dilakukan atas dasar
pertimbangan mendatangkan manfaat, dan Uang Elektronik tersebut juga harus
mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaks
yang dilakukan, dalam penggunaanUang Elektronik tersebut harus ada niat yang
merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, dan prinsip

terakhir dalam muamal ah adalah adanya prinsip Tolong-menolong.

Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terkait asas Perbankan Syariah dalam

melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi,
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dan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam keberlangsungan uang elektronik yang
merupakan produk dari suatu bank syariah juga mestilah memperhatikan terhadap

keberadaan asas-asas tersebut dalam penyel enggaraan produk tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank umum syariah dilarang
melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, melakukan
kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan
modal, dan melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebaga agen
pemasaran produk asurans syariah. Maka terhadap produk uang elektronik yang
diterbitkan oleh bank syariah tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan
yang ada dalam keberlangsungan prinsip muamalah sesuai dcngan ketentuan Al-

Quran dan Sunnah.

Terkait hal tersebut, contohnya penggunaan Uang Elektronik tidak boleh
terdapat unsur-unsur riba, gharar, maisir dan bathil karena unsur-unsur tersebut
adalah suatu larangan dalam muamalah dan diharamkan dalam hukum syara’.
Penggunaan layanan Uang Elektronik memanglah Mubah atau boleh sebagai
media untuk menggantikan transaks tunai. Karena Uang Elektronik sudah
mempunya dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam
hukum Isam penggunaan Uang Elektronik sebagai media transaks juga
dibolehkan karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat ataupun
konsumen pengguna Uang Elektronik tersebut. Namun, kita jangan melupakan
ketetapan-ketetapan yang telah di tetapkan dalam agama kita dalam menjalani

kehidupan sehari-hari.
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Berdasarkan uraian tersebut selain dari harapan pihak penyelenggara uang
elektronik di Indonesia yang mestilah bertindak adil dengan menyediakan ops
dan pilihan bagi masyarakat selaku konsumen dalam mendapatkan askes produk
uang elektronik yang tidak bertentangan dengan prinsip muamalah, masyarakat
ataupun konsumen alangkah baiknya berfikir terlebih dahulu sebelum
menggunakan layanan-layanan yang berupa transaks ataupun jual-beli. Karena,
seperti yang kita ketahui dizaman sekarang ini sangat banyak transaksi ataupun
jual-beli yang dalam pengolahannya mengandung riba, gharar, maisir serta bathil
yang sudah jelas keberadaannya diharamkan oleh hukum syara’ atau hukum Islam.
Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana dengan penuh
dan nyata agar nantinya tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan akibat

keberadaan uang elektronik di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN
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A. Kesmpulan

1. Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum
Islam, akibat hal tersebut merupakan suatu yang baru dan lahir berdasarkan
perkembangan zaman, maka perubahan hukum atas penggunaan uang
elektronik dalam hukum Islam bersesuaian dengan prinsip-prinsip perubahan
hukum berdasarkan teori 1bnu Qayim Al Jauziyah yaitu faktor zaman, faktor

tempat, faktor situasi, faktor niat, dan juga faktor adat.

2. Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang Bertentangan
Dengan Prinsip Muamalah merupakan hal yang terjadi akibat pribadi masing-
masing pihak, dan hal-hal tersebut meliputi perilaku konsumen yang tidak
menggunakan layanan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip
muamalah dan mengandung larangan-larangan dalam ber-muamalah pada
kehidupan sehari-hari.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik yang
bertentangan dengan prinsp muamalah yaitu berupa perlindungan hukum
melaui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang per
lindungan konsumen, perlindungan hukum melalui keberadaan Undang-
UndangNomor 19 Tahun 2016 Informasidan Transaks Elektronik, serta
perlindungan hukum melaui keberadaan Undang-UndangNomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah.



. Saran

. Seharusnya keberadaan uang elektronik haruslah bersesuaian dengan
pandangan hukum islam dan bersesuaian dengan teori perubahan hukum Ibnu

Qayyim Al Jauziyah.

. Seharusnya keberadaan uang elektronik di Indonesia bersesuaian dengan
prinsip=prinsip muamalah dan tidak bertentangan dengan larangan-larangan

dalam muamal ah.

. Seharusnya perlindungan hukum terhadap konsumen atas keberadaan uang
elektronik di Indonesia lebih diperhatikan lagi khususnya berkaitan dengan

sistem penyelenggaraan dan pengel olaan uang el ektronik tersebut.
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